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Pemprov Gorontalo mulai bangun Jalan Bandara Imbodu 

 

https://gorontalo.antaranews.com/berita/222987/pemprov-gorontalo-mulai-bangun-jalan-bandara-imbodu 

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mulai membangun Jalan 

Bandara Imbodu, serta melakukan peningkatan Jalan Pilolalenga-Biluhu Tengah untuk 

memudahkan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian. 

 

"Penandatanganan kontrak kerja sama penyediaan barang dan Jasa dengan beberapa 

perusahaan penyedia jasa telah dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo," kata Kepala Bidang 

Bina Marga Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Meykowati Isa, di Gorontalo, Selasa. 

 

Ia mengatakan, sebelum pekerjaan dimulai akan dilaksanakan 2 hal yaitu Matual Check 

Nol (MC-0%) di lokasi pekerjaan yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pekerjaan 

dan Pre-Construction Meeting (PCM). 

"Pertama, kita akan melakukan MC-0 atau pengukuran ulang untuk menyesuaikan yang ada di 

rencana dengan di lokasi pekerjaan, apakah masih sesuai kondisinya atau sudah ada perubahan 

kondisi lapangan," katanya. 

Pembangunan dan peningkatan dua ruas jalan provinsi tersebut meliputi pekerjaan timbunan 

kelas A dan B, pekerjaan saluran drainase, pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course (AC-

BC) dan Asphal Concrete-Wearing Course (AC-BC). 

Untuk pekerjaan pembangunan jalan akses Bandara Imbodu akan dibiayai dana alokasi khusus 

(DAK) Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp15,1 miliar dengan waktu pekerjaan selama 210 hari 

kalender kerja. Sedangkan untuk pekerjaan peningkatan jalan Pilolalenga-Biluhu Tengah juga 
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dibiayai oleh DAK Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp16,2 miliar dengan durasi waktu 

pelaksanaan selama 210 hari kalender kerja. 

"Saya ingin kita semua yang hadir saat ini, baik dari kontraktor, konsultan pengawas dan 

teman-teman tim teknis PU, bisa menjadi satu tim yang solid dan bisa menyelesaikan pekerjaan 

ini tepat waktu dengan hasil pekerjaan yang bermutu dan berkualitas karena kita semua akan 

diawasi oleh tim aparat penegak hukum (APH)," kata Meykowati. 

 

Ia juga menyarankan untuk selalu melakukan koordinasi di antara sesama, selama 

melaksanakan pekerjaan di lapangan agar tidak terjadi kendala dan hambatan. 

 

"Jika ada persoalan atau ada kendala di lapangan jangan hanya dipendam sendiri, baiknya kita 

cari solusi bersama-sama dengan memohon bantuan masukan dari tim APH sebagai 

pendamping kita," katanya pula. 

Pada penandatanganan tersebut dihadiri penyedia jasa dan konsultan pengawas, juga hadir tim 

teknis Bina Marga dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Gorontalo sebagai tim pendamping. 

Sumber Berita: 

1. https://gorontalo.antaranews.com/berita/222987/pemprov-gorontalo-mulai-bangun-

jalan-bandara-imbodu [diakses pada tanggal 22 Mei 2023]. 

2. https://gorontalo.tribunnews.com/2023/05/16/pupr-gorontalo-bantu-pembangunan-

jalan-menuju-bandara-pohuwato-kucurkan-rp-151-miliar [diakses pada tanggal 22 Mei 

2023]. 

Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

pada: 

a. Pasal 1 angka 1, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta 

segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan 

kewajiban Daerah tersebut. 

b. Pasal 1 angka 2, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

c. Pasal 1 angka 6, Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

https://gorontalo.antaranews.com/berita/222987/pemprov-gorontalo-mulai-bangun-jalan-bandara-imbodu
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d. Pasal 1 angka 13, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

e. Pasal 49: 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk 

mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 

Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan 

Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.  

(4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan 

potensi yang dimiliki Daerah.  

(5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan 

memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar 

dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.  

(6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait 

dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.  

(7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai 

dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. 

f. Pasal 55: 

(1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:  

a. belanja operasi;  

b. belanja modal;  

c. belanja tidak terduga; dan  

d. belanja transfer. 

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi 

manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. 

g. Pasal 64: 
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(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk 

menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap 

dan aset lainnya.  

(2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:  

a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;  

b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan  

c. batas minimal kapitalisasi aset.  

(3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur 

dalam Perkada.  

(4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal 

sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan 

pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. 

h. Pasal 65, Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: 

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, 

dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah 

Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi 

siap dipakai; 

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, pada: 

a. Pasal 1 angka 1, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Peirgadaan Barang/Jasa oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang 

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 

b. Pasal 1 angka 26, Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara 

memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. 

c. Pasal 1 angka 27, Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang 

rnelakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 

d. Pasal 1 angka 28, Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 

Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. 
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e. Pasal 1 angka 30, Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan 

yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan 

pembangunan kembali suatu bangunan. 

f. Pasal 1 angka 36, Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

g. Pasal 1 angka 44, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut 

Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau 

pelaksana Swakelola. 

h. Pasal 17: 

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi 

kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:  

a. pelaksanaan Kontrak;  

b. kualitas barang/jasa;  

c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;  

d. ketepatan waktu penyerahan; dan  

e. ketepatan tempat penyerahan. 

i. Pasal 27: 

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:  

a. Lumsum;  

b. Harga Satuan;  

c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;  

d. Putar Kunci; dan  

e. Biaya Plus Imbalan. 

(5) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf 

a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang 

lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu 

tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;  

b. berorientasi kepada kcluaran; dan  

c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan 

sesuai dengan Kontrak. 
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(6) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) 

huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur 

pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan 

dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat 

Kontrak ditandatangani;  

b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume 

pekerjaan; dan  

c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. 

(7) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsurm dan Harga 

Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. 

(9) Kontrak Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan 

suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia 

setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai 

termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap 

dioperasikan atau dihuni. 

(10) Kontrak Biaya Plus lmbalan sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) huruf e dan 

ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan 

darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah 

imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah 

tetap. 

(12) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang 

membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, dapat berupa:  

a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;  

b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau  
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c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk 

jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) 

tahun anggaran. 

j. Pasal 27A: 

(1) PPK dapat menggunakan selain jenis Kontrak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 sesuai dcngan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.  

(2) PPK dalam menetapkan jenis Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

k. Pasal 28: 

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas: 

a. bukti pembelian/pembayaran;  

b. kuitansi;  

c. surat perintah kerja;  

d. surat perjanjian; dan  

e. surat pesanan. 

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk 

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling 

sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan 

Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah). 

l. Pasal 38: 

(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri 

atas:  

a. E-purchasing;  

b. Pengadaan Langsung;  

c. Penunjukan Langsung;  

d. Tender Cepat; dan  

e. Tender. 

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan 

tertentu. 
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(6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam 

hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia 

untuk pengadaan yang:  

a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; 

atau  

b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 

19 ayat (2) huruf b dan huruf c. 

(7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal 

tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d. 

m. Pasal 52: 

(1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:  

a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);  

b. Penandatanganan Kontrak;  

c. Pemberian uang muka;  

d. Pembayaran prestasi pekerjaan;  

e. Perubahan Kontrak;  

f. Penyesuaian harga;  

g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak; 

h. Pemutusan Kontrak;  

i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau  

j. Penanganan Keadaan Kahar. 

(2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak 

dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup 

tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas 

anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, pada: 

a. Pasal 1 angka 1, Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi 

dan/atau Pekerjaan Konstruksi. 

b. Pasal 1 angka 2, Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia 

adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak. 
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c. Pasal 1 angka 3, Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan 

pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak. 

d. Pasal 1 angka 10, Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK 

adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan 

dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran 

belanja negara/anggaran belanja daerah. 

e. Pasal 1 angka 21, Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, 

baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

f. Pasal 1 angka 30, Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah 

keseluruhan dokumen Kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna 

Jasa dengan Penyedia jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 

g. Pasal 33: 

(1) Bentuk Kontrak dalam Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:  

a. surat perintah kerja, untuk metode pemilihan Pengadaan Langsung; dan  

b. surat perjanjian, untuk metode pemilihan Tender Terbatas atau Tender.  

(2) Jenis Kontrak dalam Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:  

a. Kontrak lumsum;  

b. Kontrak harga satuan; dan  

c. Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan.  

(3) Jenis Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c dikecualikan untuk Pengadaan Langsung.  

(4) Kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan dalam 

hal:  

a. Kontrak didasarkan atas produk/keluaran (output based);  

b. ruang lingkup kemungkinan kecil berubah; dan  

c. detailed engineering design dan spesifikasi teknis lengkap dan akurat 

(5) Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak lumsum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan 

produk/keluaran yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa rincian biaya dan 

volume.  
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(6) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan 

dalam hal:  

a. Kontrak didasarkan atas unsur pekerjaan/komponen penyusun (input 

based);  

b. kuantitas/volume masih bersifat perkiraan; dan  

c. detailed engineering design dan spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan 

pekerjaan dan kondisi lapangan.  

(7) Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak harga satuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan 

bersama atas realisasi volume pekerjaan dengan harga satuan tetap sesuai 

perkiraan volume dalam daftar kuantitas dan harga dan ketentuan dalam 

Kontrak.  

(8) Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf c digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan 

ketentuan Kontrak lumsum dan terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan 

ketentuan Kontrak harga satuan di dalam satu perjanjian Kontrak. 

h. Pasal 34: 

(1) Penyusunan rancangan Kontrak untuk Pengadaan Langsung berisikan surat 

perintah kerja dan syarat-syarat umum Kontrak.  

(2) Rancangan surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari 

standar Kontrak dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan paling 

sedikit:  

a. jenis Kontrak;  

b. lingkup pekerjaan;  

c. keluaran hasil pekerjaan; 

d. kesulitan dan risiko pekerjaan;  

e. masa pelaksanaan;  

f. masa pemeliharaan, untuk Pekerjaan Konstruksi;  

g. cara pembayaran;  

h. sistem perhitungan hasil pekerjaan;  

i. besaran uang muka;  

j. bentuk dan ketentuan Jaminan;  

k. besaran denda; dan  
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l. pilihan penyelesaian sengketa Kontrak.  

(3) Karakteristik pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

dicantumkan dalam surat perintah kerja.  

(4) PPK menetapkan rancangan Kontrak dengan memperhatikan spesifikasi 

teknis/KAK dan HPS.  

(5) Perubahan rancangan surat perintah kerja dan syarat-syarat umum Kontrak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan menjadi bagian 

Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung hanya dilakukan melalui persetujuan 

PPK. 

i. Pasal 35: 

(1) Penyusunan rancangan Kontrak untuk Tender Terbatas atau Tender/Seleksi 

berisikan surat perjanjian, syarat-syarat umum Kontrak, dan syarat-syarat 

khusus Kontrak.  

(2) Rancangan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari standar 

Kontrak dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan paling sedikit:  

a. jenis Kontrak;  

b. lingkup pekerjaan;  

c. keluaran/output hasil pekerjaan;  

d. kesulitan dan risiko pekerjaan;  

e. masa pelaksanaan;  

f. masa pemeliharaan, untuk Pekerjaan Konstruksi;  

g. cara pembayaran;  

h. sistem perhitungan hasil pekerjaan;  

i. umur konstruksi dan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan;  

j. besaran uang muka  

k. bentuk dan ketentuan Jaminan;  

l. ketentuan penyesuaian harga;  

m. besaran denda;  

n. keterlibatan subpenyedia; dan  

o. pilihan penyelesaian sengketa Kontrak.  

(3) Karakteristik pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

dicantumkan dalam syarat-syarat khusus Kontrak.  
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(4) PPK menetapkan rancangan Kontrak dengan memperhatikan spesifikasi 

teknis/KAK dan HPS. 

(5) Rancangan Kontrak yang telah ditetapkan, menjadi bagian Dokumen Pemilihan 

dan hanya boleh diubah melalui persetujuan PPK. 

j. Pasal 68: 

(1) PPK mengundang calon Penyedia melaksanakan rapat persiapan penunjukan 

Penyedia sebelum menerbitkan SPPBJ setelah berita acara hasil Pengadaan 

Langsung diterima oleh PPK.  

(2) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat persiapan 

penunjukan Penyedia, calon Penyedia mampu memenuhi semua persyaratan 

pekerjaan. 

k. Pasal 69, Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:  

a. daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran telah 

ditetapkan;  

b. penandatangan Kontrak dilakukan setelah diterbitkan SPPBJ; dan  

c. ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani Kontrak. 

 


